WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
nNoMOR Y/ TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN

Menimbang :

a.

PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik
indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang
Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan
dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis
Daerah yang ada antara lain UPTD Perbenihan dan Pembibitan,
UPTD Keswan dan Kesmavet, UPTD Perlindungan Tanaman dan
UPTD Penyuluhan Pertanian;

bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian
Pertanian tanggal 27 Maret 2017, dalam rangka terbitnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD,
maka Balai Penyuluh Pertanian {BPP) sebagai kelembagaan non
struktural merupakan instalasi dari UPTD bidang penyuluhan
kabupaten/kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, periu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan




Mengingat
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Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Penyuluhan

Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaruy;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
resia Tahun

Sumatera Tengah {Lembaran Negara Republik Indon

1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 2730};
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan

o~ o

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebherapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomer @ Tahun 2015 tentang

Ta

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomaor 5679);

Tahun 2016 tentang Perangkat
Tahun 2016

Peraturan Pemerntah Nomor 18

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tambahan Lembaran Negara

enteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Dacrah {Berita

indonesia Tahun 2015 No

Peraiuran Mentferi Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/

8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas
Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi

o f{abupqipn { Knt:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 fentang

Pedoman Pembentukan dan Klasifikas: n Unit

Pelaksana Teknis Daerah {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 451};
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah Koia Pekanbaru
{Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor Y,

Tambahan Lembaran Daerah Koia Pekanbarui Nomor S}

%]




Menetapkan

Dalam Peraturan Waliko
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Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 113 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

leria Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru (Berita
L. 17 dn

) T 7 ke 1. Tt ana nr w 119 -
Daerah Xota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 113, Tambahan

Beriia Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nemer 113);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTARG PEMBERNTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PENVULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA PEKANBARU.
BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

B

ini vang dimaksud dengan

Daerah adalah Kota Pekanbaru,

Demerintah Daerah  adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  pemeriniahan  daeran  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
dacrah.

Walikota adalah Walikota Pekanbaru

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.

Sekretariai Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota
Pekanbaru.

Balai Penyuluh Pertanian selanjutnya disingkai BPP adalah BPP
Kulim, BPP Tampan, BPP Rumbai sebagai unit kerja non
struktural pada Dinas Pertanian dan Perikanan vang

melaksanakan kegiatan penyuluh pertanian dan/atan kegiatan

10. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian selanjuinya disingkat

Koordinator BPP adalah Koordinator BPP Kulim, Koordinator

BPP Tampan, Koordinator BPP Rumbai sebagai unit kerja non

struktural  pada Dinas Pertanian dan Perikanan vang
melaksanakan kegiatan penyuluh pertanian dan/atau kegiatan

teknis penunjang lerteniu.
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BARII
PEMBENTUKAN

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk BPP Kulim, BPP
Tampan, BPF Rumbai pada Dinas Pertanian dan Perikanan Rota
Pekanbaru.

BPP merupakan unit kerja non sirukturai bersifat fungsionai
dan unit lavanan vang bekeria secara profesional.

Wilayah kerja masing-masing BPP sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} adalah :
a. BPP Kulim meliputi wilayah Kecamatan Tenayan Raya,
Kecamatan Bukit Rava, Kecamatan Sail, Kecamatan Lima

Pulith dan Kecamatan Pekanbar Kota;

b. BPP Tampan meliputi wilayah Kecamatan Tampan,

Kecamatan Pavung Sekaki, Kecamatan  Senapelan,

. BPP Rumbai meliputi wilayah Kecamatan Rumba: dan
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Kecamatan BRumba

BAB Iii
KEDUDUKAN
Pasal 3
BPP menyclenggarakan urusan pemerintahan bidang penmyuluh

pertanian.

BPP dipimpin oleh Koordinator BPP vang berada dibawah dan
bertangoungiawab kepada Kepala Dinas.

BPP scbagaimana dimaksud pada ayat {2} diangkat dan

ketentuan peraturan perundang-

diberhentikan scsuai dengan
undangarn.
Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Walikota.
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BAB IV
SUSUKAN ORGANISASI

Susunan Organisasi BPP terdiri dari ¢

a. Koordinator BFPF.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi BPP sebagaimana tercantum dalam

1

lamniran I dan merunakan bagian vang tidak terpisahkan dalam
3l f i f = o

BARV
TUGAS DAN FUNGSI
BPP

Pasal S

BPP mempunyai fugas fungsi membaniu Kepaia Dinas dailam
menvelenggarakan  tugas sebagian  kewenangan teknis
operasional bidang penyuhan pertanian.

Untuk menyelenggarakan tugas penyuluhan  pertanian
schbagaimana yang dimaksud pada ayat {1} Peraturan Walikota
ini, Koordinaior BPF menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan supervisi kepada jabatan fungsional di BPP

secara herkesinambungan.

2. pelaksanzan fasilitasi proses penyuluhan kepada pelaku

3. pelaporan hasil kegiaian penyuluh di BPP kepada Kepala
Dinas.

4. pelaksanaan identifikasi potensi wilavah kerja BPP bersama

jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas dan urusan

masing-masing.

. pelaksanaan analisis polensi wilayah kerja BPP bersama

W

jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas dan urusan
masing-masing.

6. penyusunan program penyuluhan pertanian di BPP setiap

=l

penyusunan rencana kegiatan fahunan penyuiub pertanian

di BPP sesuai program penvuluhan pertanian.
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8. penyusunan rencana kerja tahunan penvuluh pertanian di

BPP sesuai jabatan fungsional penyuluh.

4 3
9, nelaksanaan evaluasi  dampak elakeanaan program
I~ = r o
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10, pelaksanaan moniioring dan evaluasi kepada jabalan
fungsional di BPP secara berkesinambungan.
11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinva.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal &
Kelompck Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dinas sesuai de

keteniuan peraturan perundang-undangan.
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud f
ayat {1} terdiri dari sejumiah tenaga =2hli dalam jenjang

= S LEEE X sy rLRERRACTES  Shenick
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dengan keahliannya.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
avat {2). dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

ang ditnniuk oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada
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dinater BPP.
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat {2}, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {2},
digtur sesuai  dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.
BAR VIi
TATA KERJA
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Koordinator BPP,
pejabat fungsional/pelaksana dalam lingkup BPP wajib
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam

linglingan BPP maupun antar unit organisasi di lingkungan

O




dinas serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuati

dengan tugas masing-masing.
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({oordinator BPP wajib mengawasi bawahannya dan hila ferjad:
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diperiukan sesuai dengan keileniuan peraturan perundang-

undangan.
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Koordinator BPP bertanggungiawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
himbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

{4) Koordinaior BPP wajib mengikuli dan memaiubi peiunjuk dan
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas dalam menyiapkan

laporan berkala tepat pada waktunya.

{5) Setiap laporan yang diterima oleh Koordinator BPP dari

bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan un uk
penyusunan laporan lebih lanjui dan uniuk memberikan
petunjuk pada bawahan.

(6} Dalam menyampaikan laporan, Koordinator BPP juga wajib
menyampaikannya kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja scbagal lembusan
laporan.

{7} Dalam rmelaksanakan tugas, Koordinator BPY memberi

i

himbingan kepada bawahan melalui rapat berkala.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 8
{1} Koordinator BPP adalah peiabat fungsional penyniuh periaman

senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangai yang berlaku.
{2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional pada
BPP ditetapkan melalui Keputusan Walikota dan/atau Kepala

Dinas,




BAB IX
PEMEBIAYAAN

Pasal ©

ala biaya yang timbul akibat pclaksanaan tugas BPP dibebankan
kepada Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah Kota Pekanbara,
subsidi dan/atau bantuan Pemerintah Provinsi Riau dan
Pemerintah Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah dan

sifatnya tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 10

Peraturan Waliketa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Pekanbaru,

pada tanggal oL FEMUAR! 2000
Plt. WALIKOTA PEKANBARU
WAKIL WALIKCTA,

442
L4580

AYAT CAHYADI

sl

uLu_..LuaIism_u di Pckanbaru
pada tanggal o FERRUANL 2otd
SEKRETARIS DAERAH KOTA PERKANBARU,

ttd.

MOHD NOER MES

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NoMoR. ¢/

Salinan sesuai Ctengan asiinva

KEPALA BAZIAN HUKUM,

SYAMBUWIR
NIP.19681028 199503 1 001




LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR - VI TAHat 204
TANGGAL - QJ FEBRUARL )

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKGANA TEKNIS BALAI PENVIULUUHAN PERTANIAN

PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
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KELOMPOK .JABATAN

FUNGSIONAL/PELAKSANA

Plt. WALIKOTA PEKANBARU
WAKIL WALIEKOTA,

ttd.
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u-.u;uai'lanmx ai Pekanbaru

pada tanggal 1§ FBRUALL 301
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEHANBARU,
tid.

MOHD. NOER MB

v Al

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR ({F

Salinan sesuai dengan aslinya
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NIP. 19281028 159503
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